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ABSTRAK

Hak untuk mendapat bantuan hukum adalzh salah satu bagian dar hak z2sasi manusia (FLAM), yvang meripakat
hak dasar bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi hukum dalam memperclehnys tanpa terkesuali. Di dalam
Fasal 37 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehalkiman menyatakan bahwa “Setiap orang |
vang tersangkut perkara berhak mempercleh bantuan bukum”, hal ind pelaksanaannya diatur pada Pasal 54 sampai
Pasal T4 KIUTHAP. Akan tetapi pada kenyataannya untuk mendapatkan akses dan jaminan atas perlindungan ukum,
dalam artien bantuan hulwm begi masyarakat kurang mampu bal tersebut sulit didapat. Apabila tersangka atau
terdakwa diancam pideni mati atau uncaman pidane penjars lima belas tabun ataw bagi mereka vang tidak mampu
vang diancam pidans penjara lima tabun atau lebih, yang tidak mempunyal penasihat hukum sendiri, maka wiajih
menunjuk penaselat hukum bagi mereka dengan cuma-cume sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, Permasalahan vang
dikemukakan dalam perulisan skripsi ind adalah pelaksanasn pemberian bantuan hukum secara cuma-cums terhadap
terdakwa yang tidak mampu diwilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru serta kendals-kendals yang diternui
dalam pelaksanann tersebut Penulisan skripsi ini menggunakan metode sosiologis yuridis. Penulis mengumpulkan
date melalui penclitian kepustakaan (fibrary resecrch) dan penelitizn lapangan {field research). Hasil penelitian
memperlihatkan babwa Peleksanaaz Pemberizn banluan hukum terhadap terdakwa vang tidak mampait dapat
dilakukan melakui 2 (duz) cara yaitu melaui Pengadilan Megeri dan melalul Lembage Bantuan Hukwm Selsin ity
setiap advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secars curna-cuma karena diwajibkan olel undang-
undang dan kode etk advokat. Syerat wntuk mendapatkan bantuan bukum secara cuma-cuma adalah dengan
mengajukan permohonan tertulis sekurang-lorangnya hares memuat Identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai
pokok persoalan disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah. Dari penelitian diketahsi
juga bahws sudaly beberapa lahun terakhir Pengadilan Megeri Pekanbaru tidak lagi mendapatkan penyaluran dana
dari Mahakamah Agung Republik Indonesia Cq Direkiorat Jenderal Badan Peradilan Umum Welaupun demikian
pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cump-cuma terhadap terdzkwa yang tidak mampu tetzp dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangzn. Beberapa Kendala dalam pelaksanaannya
adalzh masalsh pendanaan yang disedinkan oleh negara, walaupun ada tetapi dianggap tidak menculoupi,
Ketidaklahuan tersangha/fterdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan rendahnya kesadoran akan
arti pentingryva kebadiran penasehat hukum dalam proses pesadilan pidana yang terlihat dari penclakan terdakwa
untuk didampingi eleh penasehat hukum.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A, Larar Belakang Masalah

Megara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum
(rechstaats), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaas)”, Hukum
vang berlandasken kepada nilai-nilai  kemanusiaan  yang  tinggi  dan
mencerminkan perlindungan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat
manusia. Dimana hukum berada distas untuk mengatur ketertiban didalam
masyarakat dan mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.

Indonesia sebapai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945 (sclanjutnya
disingkat dengan UIUD 1945), harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia
(selanjutnya disingkat dengan HAM) scbagaimana yang diamanatkan dalam
Pasal 27 avat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen berbunyi: “Scgala warga
negara bersamean kedudukanaya dalam hukum dan pemerintzhan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan it dengan tidak ada kecualinya.

Sebagai salah saln negara vang berdaulat dalam kerangka lhubungan
internasional maks sebagaimana negara lainnya Indonesia juga meletakkan isu
perlindungan HAM schagai bagian dar isu yang perlu untuk mendapat perhatian
dalam pembanpunan nasional. Pengerian HAM pada dasamya merupakan

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indfomesia Tahun 1945 wvong teleh
digsmienabarnen teniang Sistem Pemeriniahan MNegara



mahluk Tuhan Yang Maha Kuasa, Hak ini merupakan pemberian dari Tuban
Yang Maha Esa schingga wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
haik oleh negara, hukum, mavpun oleh setiap individu, demi kchormatan serta
perlindungan harkat dar martabat manusia itu sendiri.

Dalam kontcks hukum nasional kita maka pengakuan dan perlindungan
terhadap HAM telah mendapat pengakuan di dalam konstitusi negara maupun di
tataran undang-undang. Pengakuan terhadap nilai-nilai HAM ini pada dasamya
sudah termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang ada,
meskipun memang tidak secara cksplisit disebutkan dalam ketentuan Pasal per-
pasalnya. Namun demikian dengan adanya Undang-undang Republik Indoncsia
Somor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (selanjutnya disinghkat
dengan UU HAM) dan Undang-undang Republik Indonesia Momor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (sglanjutnya disingkat UU
Pengadilan HAM), maka pengakuan terhadap hak asasi manusia tersebut dalam
sisten hukum nasional menjadi lebih jelas.

Pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamasn di muka hukum
telah diatur dalam Pasal 28 D avar (1) UUD 1945 yang elah diamandemen
memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungen dan kepastian hukum
vang adil dan perlakuan vang sama bagi setiap orang. Selanjutnya dalam UU
1AM mengatur mengenai beberapa hak dasar yang dilindungi oleh Negara antara
lain adalah hak untuk memperaleh keadilan dimana setiap orang, lanpa
diskriminasi, berhak memperolsh keadilan desgan mengajukan permohonan,

pengadusn, dan  pgopatan, baik dalam  perkara pidana, perdata, maupun



administrasi serta diadili melalui proses peradilan vang bebas dan tidak memihak,
sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektil aleh
Hakim yang jujur dan adil untuk memperaleh putusan adil dan henar,

Adanya kenyataan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan dan
masyarakat tidaklah sama, apalagi dengan adsnyva struktur sosial dan ekonomi
dari masvarakat vang sangat bervariasi menvebabkan seringkali dirasakan bahwa
perlindungan hukum yang layak hanya dapat dirmsakan olch kelompok atau
golongan masyarakat tertentu saja khususnya vang secara ckonomi mempunyai
kemampuan keuangan yang baik schingga mereka mampu uniuk menggunakan
jasa penasehat hukum atau pengacara dalam melakukan tindakan-tindakan hukum
termasuk untuk mewakili kepentingan mercka di muka pengadilan. Dalam
kaitannyva denpan hal tersecbut maka perlu adanya peran negara dalam
memberikan jaminan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya yang
berasal dari kelompok yang kurang mampu secara ekonomi ataupun mereka vang
termarjinalkan untuk memperclech pelayanan dan bantwan hukum yang baik,
sehingga mereka memperoleh perlakuan yvang sama dalam mendapat keadilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekussaan Kehakiman (selanjutnva disingkat UU Kekuwasaan Kehakiman) dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Fidana (selanjutnva disebut denpan KUHAP) yang telsh merupakan hukum
nasiopal, tampaklah wsaha pemerntah dalam melaksanakan pembanpunan,

kesejahteraan dan penvempumaan hukum, sehingga teraujudlah suatu citz-cita



bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia,

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP tercantum beberapa pasal
tentang pengakuan perlindungan dan jaminan terhadap HAM dientaranya hak
untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap
orang yang tersangkut perkara dan merupakan pelaksanaan asas seliap orang
sama kedudukannyn di hadapan hukum

Lebih jelasnya tentang bantuan hukum, didalam KUHAP diataur dalam
Pasal 354, Pasal 55 dan Pasal 56, Menurut Pasal 34 KUHAP, bantuan hukum
merupakan hak seorang tersangka atau terdakwa guna membels kepentingan
selama dalam waktu dan pada setiap tingkal pemeriksaan, menurt tata cara Yang
ditentukan dalam KUHAP terscbut. Bantuan hukum ini dapat diberikan oleh
seorang atau lebih panasihat hukum Panasihat hukum yang akan mambanm
tersangka atau terdakwa dalam menyelesaikan perkara tersebut dapat dipilih
sendiri olech yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHAP.
Mamun adakalanva penasihat hukum itu ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan
pada semua tingkat pemeriksaan, apabila tersangka atau terdakwa diancam
pidana mati atau ancaman lima belas tahun penjara atau bagi mercka yang tidak
mampu vang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, sedangkan mereka
tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Setiap penasehat hukum yang di
tunjuk, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma {Pasal 56 KUHAP).

Sedangkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman pengaturan mengenai

bantuan hukum ditemui dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 3% yang menyebutkan



bahwa Sctiap omang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan
hukum,dalam  perkara  pidana  seorang  tersangka scjak  saat  dilakukan
penanpkapan danfatau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan
advokat. Dalam memberi bantuan hukum, advokat wajib membantu penyrlesaian
perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan,

Schubungan dengan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Advokat,
vaitu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Momor 18
Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat UU Advokat), menegaskan
bahwa Advokat wajib memberikan bantuan secars cuma-cuma kepada pencari
keadilan vang tidak mampu. Selanjutnya disempumakan dengan Peraruran
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pemberian Bantwan Hukum Secara Cuma-Cuma di dalamnya juga
memuat larangan dan sanksi-sanksi bagi advokat yang menolak memberikan
bastuan hukum.

Pasifnya negara, menjadikan bantuan hukum tidak dapat dinikmati oleh
semua orang. Masyarakat yang tidak mampu menjadi pihak vang dirugikan oleh
karena akses pelayanan hukum yang tidak mudah di dapat. Pada tahun 2006 saja
jumlah masyarakat miskin menurut data Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret
mencapai 17,75 % dari jumlah penduduk Indoncsia atau sebanding dengan
sckitar 30 juta jiwa™. Artinya banyvak orang miskin yang akan membutuhkan

bantuan hukum dalam memperjuangkan  hak-haknya, namun dikarenakan

B LEH Jakario, Bantweee Hubue akies masvarakar moeiingd terbadap keadifen, lakarta 2007
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kesadaran serts kemampuan ekonominya maka akses bantuan hukum sulit
diperoleh, seperti  yang dialami oleh beberapa warga diantaranya bernama
Tarmuji, seorang petani kecil yang ditangkap dan diproses di kantor Polisi
dengan tuduhan menduduki kawasan hutan yang tidak mengetahui bahwa lahan
vang digarapnya merupakan kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN).
Sementara para penpparap lahan yang mencapai ratusan hektare perorangnya
tidak dilakukan penangkapan,” Hal ini jelas bahwa masyarakat yang tidak
mampu dan buta hukum perlu mendapatkan bantuan hukum dalam mencar
keadilan.

Berdasarkan hal terscbut diatas maka penulis tertarik vntuk meneliti dan
menulis tentang bantuan hukum sccara cuma-cuma sehingga penulis memberi
judul skripsi ini yaim : “PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM SECARA CUMA-CUMA TERHADAP TERDAKWA YANG
TIDAK MAMPU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI

MANUSLA™ (Studi Kasus Di wilayah Hukum Pengadilan MNegeri Pekanbaru)

" Riaw Mandiri tanggal 14 Desember 2008,



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penulisan skripsi ini yang menguraikan Pelaksanaan pemberian
batwan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu dalam
rangka perlindungan hak asasi manusia di wilayah hukum pengadilan Negeri
Pzkanbary, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yait:
|. Pelaksanasa Pemberian bantuan hukum terhadsp tersangkafterdakwa yang
tidak mampu dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara vaitu melaui Pengadilan
Negeri dengan menunjuk penaschat hukum wntuk mendampingi terdakwa,
dan melalui Lembaga Bantuan Hukum denpan memenuhi syarat-svarat yaitu
mengajukan permohonan tertulis sekurang-kurangnya harus memuat dentitas
pemohon, dan Ursian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohenken
bantuan hukum disertai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala
Desa/Lurah, Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum sccara
cuma-cuma tarhadap masyarakat yang tidak mampu seperti yang diatur dalam
Perundang-undangan  dan kode ctik Advokal. Dari hasil penclitian,
pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yvang tidak mampu
di wilavah hukum pengadilan negeri Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik
dan sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan walupun masih teedapat

beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
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